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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf
Ara
b
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangk
an
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik
dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik
xi
dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik
dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik
dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik
dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan
yā̓̓
Ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat
dan
Huruf
Nama Huruf
dan
tanda
Nama
 َي… /  َا Fatḥah dan alif Ā a dan garis
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…. atau yā̓̓ di atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis
di atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis
di atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ), dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi
tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi
ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf
syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
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ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-
Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ
al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
xvii
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau
daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad
Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : RISNAWATI
NIM : 10400113054
JUDUL : DINAMIKA NIKKA TALLA’ DI DESA BONTOLOE
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA (ANALISIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQH MUNAKAHAT)
Skripsi ini berjudul tentang Dinamika Nikka Talla’ di Desa Bontoloe
Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Analisis Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana Dinamika Nikka Talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa (Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh
Munakahat)? Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub
masalah, yaitu: 1) Bagaimana latar belakang dan proses tradisi nikka talla’ yang
dilakukan di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?, 2)
Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap adanya perkawinan
adat nikka talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?,
dan 3) Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil nikka talla’ menurut
Hukum Adat dan Hukum Positif?.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
kualitatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan
syar’i. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi lapangan dan studi
kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan referensi. Data yang diperoleh kemudian
diolah dan dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data (seleksi data), penyajian
data, dan kesimpulan akhir.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa nikka talla’ adalah perkawinan adat
dimana perkawinan dan perceraian dilakukan pada tempat dan waktu yang sama
tanpa perantara pengadilan. Adapun tujuan dari nikka talla’ hanya sekedar
perkawinan untuk menutupi malu atau aib keluarga. Menurut hukum Islam (fiqh
Munakahat) nikka talla’ di anggap sebagai perkawinan yang sah sebab telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun perceraiannya (talla’nya) diucapkan
secara langsung oleh suami sebagaimana yang dimaksud dengan talak tanjiz.
Sedangkan menurut hukum positif nikka talla’ merupakan perkawinan yang tidak
memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa
perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula dengan perceraiannya dilakukan tanpa
melalui prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39
ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.
Adapun status anak yang dilahirkan dari nikka talla’ menurut hukum adat
yang berlaku di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa
dianggap sebagai anak yang sah. Tetapi, menurut hukum positif tidak diakui sebagai
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anak yang sah sebab anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Hal ini
berdasarkan pasal 99 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 43 ayat
(1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika memperhatikan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat (1) undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus
dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”.
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Perkawinan adat nikka talla’ sebaiknya
tidak dilaksanakan sebab perkawinan adat tersebut menimbulkan banyak
kemudharatan bagi pelaku nikka talla’ terlebih orang tua pelaku nikka talla. 2)
Penerapan hukum Islam dan hukum positif terutama pada perkawinan hendaknya
dapat dipahami dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya
masyarakat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 3)
Perlunya merelevansikan hukum adat yang berkaitan dengan budaya dengan hukum
Islam dan hukum positif, terlebih dengan hukum yang berkaitan dengan perkawinan
agar ketiga hukum ini tidak saling bertolak belakang. 4) Bagi masyarakat, perlu
meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip perkawinan baik perkawinan dalam
hukum Islam maupun perkawinan dalam hukum positif sehingga dapat tercipta
keselarasan hidup.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berbicara tentang nikah, setiap orang pasti menginginkannya. Sebagai umat
Islam yang patuh pada ajaran-Nya, tentu saja ingin mendapat ridho-Nya. Jalinan
keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Menyatukan dua keluarga yang
berbeda, memiliki pasangan yang pandai beribadah, dan taat pada agama.
Pernikahan menjadi salah satu hal paling sakral dalam dua kehidupan
pasangan. Saat itu, dua manusia laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan
darah disatukan dalam ikatan tali perkawinan. Mereka diharapkan dapat hidup
bersama selamanya hingga ajal menjemput.
Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh
keturunan demi untuk mewujudkan atau melestarikan keturunan yang sah, bersih
sekaligus bersangkut-paut seperti rantai yang kuat dan tidak ada putusnya. Dengan
demikian, tiap-tiap keluarga saling mengenal antara anak dengan bapak ibunya,
terhindar dari tercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anak
yang tidak kenal sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21.
                          
             
Terjemahannya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
2Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.1
Manusia tidaklah sempurna eksistensinya sebagai makhluk berbudaya. Hanya
dengan jalan perkawinan yang sah ia bisa mencapai kesempurnaan, menunjukkan
kepada kita bahwa setiap kualitas tumbuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Agar
pertumbuhan setiap kemampuan bisa berlangsung dengan cepat dan sehat, maka
harus ada kondisi-kondisi tertentu yang mendukung pertumbuhan yang baik itu.
Islam dengan melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan,
termasuk didalamnya masalah perkawinan. Dari petunjuk syariat ini dapat diketahui
adanya perkawinan yang boleh dan ada perkawinan yang dilarang.2
Lebih dari pada itu pula, Nabi Muhammad Saw. menggambarkan dalam hadis
memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, do’a anak yang
saleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua
yang telah meninggal dunia. Q.S An-Nur/ 24: 32.
                     
          
Terjemahannya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.3
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2002),
h. 407
2Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, (Makassar : Alauddin Press, 2010), h.
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3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 354
3 ََﴩْﻌَﻣ َ  ) ﲅﺳو ﻪﯿﻠ  ﷲ ﲆﺻ ِ َا ُلﻮُﺳَر َﺎَﻨﻟ َلَﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ ﴈر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْ  ِ َا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ
 َو , ِجْﺮَﻔْﻠِ  ُﻦَﺼْﺣ َو , َِﴫَﺒْﻠِ َﺾﻏ  ُﻪﻧ َﺎﻓ , ْج و ََﱱَْﯿَﻠﻓ َةَءﺎَْﺒﻟَا ُُْﲂ ِﻣ َعﺎَﻄَﺘ ْﺳا ِﻦَﻣ ! ِبﺎَﺒ ﺸﻟَا َِﻄﺘ َْﺴ  َْﻢﻟ ْﻦَﻣ ْﻊ
( ٌءﺎ َ ِو ُ َ  ُﻪﻧ َﺎﻓ ; ِمْﻮ ﺼﻟ ِ  ِﻪَْﯿﻠََﻌﻓ ِﻪَْﯿَﻠ  ٌﻖَﻔ ُﻣ
Artinya:
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw. bersabda
pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab
ia dapat mengendalikanmu”. Muttafaq Alaihi.4
Di dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengemukakan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5
Dalam sebuah rumah tangga tidak dipungkiri bahwasanya terdapat
kesalapahaman antara suami dan istri. Keegoisan yang sama-sama dibangun dalam
kepala suami istri ini sering kali berujung pada perceraian. Talak merupakan jalan
keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak
terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
Putusnya ikatan perkawinan antara antara seorang laki-laki dan perempuan
biasanya dikarenakan keduanya meninggal dunia, sudah bercerai, dan salah seorang
diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga
pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.6
4Al-Imam Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Klang Book centre, 2007), h. 45
5Undang-undang RI  Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Bandung: Citra Umbara,2013), h. 2
6Lihat, Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73
4Sebagian besar masyarakat Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
kabupaten Gowa menganggap bahwa memutuskan tali pernikahan bukanlah suatu hal
yang sangat sulit dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya budaya nikka talla’
yang sejak dahulu telah diakui keberadaanya oleh masyarakat sekitar. Nikka talla’ ini
merupakan pernikahan yang dilangsungkan bersamaan dengan perceraian dihadapan
penghulu, keluarga, dan para tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas dengan
tujuan untuk menutupi malu atau aib keluarga .
Nikka talla’ di desa Bontoloe seringkali dilakukan oleh anak dibawah umur
ketika terdapat suatu permasalahan dalam perkawinan yang tidak ditemukan lagi
jalan keluarnya, sehingga nikka talla’ menjadi jalan terbaik yang harus dijalani oleh
pasangan suami istri ini.
Nikka talla’ biasanya terjadi ketika pernikahan pasangan suami istri ini tidak
disetujui oleh salah satu pihak keluarga ataupun kedua belah pihak dari keluarga
suami istri. Ada pula pasangan yang dinikahkan atas dasar keterpaksaan hanya untuk
menutupi aib keluarga. Namun, setelah dinikahkan didepan penghulu dengan
mengucapkan ijab qabul dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya, maka
saat itu pula sang istri yang baru saja dinikahi langsung diceraikan didepan kedua
belah pihak keluarga dan semua yang menyaksikan tanpa perantara pengadilan.
Padahal dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan telah dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.7
7Undang-undang RI  Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
h. 13
5Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk
melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dinamika Nikka Talla’ di Desa Bontoloe
Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Analisis Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat)”, dimana penulis telah melakukan penelitian awal
dan menghasilkan temuan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh pihak
manapun.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Agar tidak dapat terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka
penulis menjelaskan beberapa variabel sebagai berikut ini:
Nikka berasal dari bahasa Makassar, yang mempunyai makna sama dalam
bahasa Arab yaitu nikah yang artinya menikah atau kawin. Nikka atau pernikahan
atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8
Talla’ berasal dari bahasa Makassar yang artinya perceraian. Dalam bahasa
Arab yaitu thalaq yang artinya melepaskan ikatan perkawinan.
Nikka Talla’ adalah perkawinan adat yang dilaksanakan bersamaan dengan
perceraian dalam satu waktu tanpa perantara pengadilan.
Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau
unsur pemerintah lainnya dimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
8Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 2
6Fiqh Munakahat adalah seperangkat peraturan yang bersifat amaliyah
furu’iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan
perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.9
Berdasarkan pengertian diatas, maka arah penelitian ini adalah untuk
mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi sehingga  perkawinan adat nikka talla’ ini
menjadi budaya yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku baik ditinjau
dari hukum positif maupun hukum Islam.
2. Deskripsi Fokus
Penulis melakukan penelitian ini di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa melalui wawancara langsung kepada para tokoh
adat, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan pelaku nikka talla’ serta orang tua
dari pelaku nikka talla’ tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-
data lainnya yang dianggap penting. Selain itu, penulis juga telah melakukan
penelitian awal untuk memperkuat temuan-temuan baru pada saat penelitian
berlangsung.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, yang
menjadi pokok permasalahan ialah ”Bagaimana dinamika Nikka Talla’ di Desa
Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Analisis Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat)”, maka penulis dapat merumuskan sub
masalah sebagai berikut:
9Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), h. 2
71. Bagaimana latar belakang dan proses tradisi nikka talla’ yang dilakukan di
Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap adanya
perkawinan adat nikka talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa ?, serta
3. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil nikka talla’ menurut
Hukum Adat dan Hukum Positif ?
D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Dra. Andi Narmaya Aroeng, M.Pd dalam
bukunya FIKIH II membahas tentang Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah,
Hukum Nikah, dan Perkawinan yang Terlarang.
2. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia. Buku ini membahas tentang Fiqh Munakahat, Undang-undang
Perkawinan, dan analisis Perbandingan baik Perkawinan dalam Islam maupun
Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang.
3. Dr. A. Syahraeni, M.Ag dalam bukunya Bimbingan Keluarga Sakinah
membahas tentang Pernikahan dalam Islam, pembentukan dan fungsi
Keluarga dalam Islam.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A dalam bukunya Hukum Perdata Islam di
Indonesia membahas tentang prinsip-prinsip perkawinan, tata cara perceraian,
dan asal-usul anak serta pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak
bila terjadi perceraian.
8Dengan demikian, setelah dilakukan penelusuran tidak di temukan hasil
penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya
masalah ini sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat diketahui
bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui latar belakang dan proses tradisi nikka talla’ yang
dilakukan di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap adanya
perkawinan adat nikka talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil nikka nalla’
menurut hukum adat dan hukum positif.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pemahaman tentang
pernikahan adat pasangan nikka talla’.
2. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pemahaman tentang
pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikka talla’ yang
dilakukan khususnya di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pemahaman dan memberikan
pandangan baru kepada masyarakat tentang legalitas pernikahan pasangan
nikka talla’ ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
94. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang nikka
talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan
Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara
laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad
tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.1
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk
segera melaksanakannya. Sebab, perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik
dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan
untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan
nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa
akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu
perzinaan.
Menurut A.A.A Fyzee, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan
hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat
Alqur’an yang berhubungan dengan soal perkawinan ini, maka terasalah bahwa
definisi definisi yang diberikan oleh keempat Imam dan A.A.A Fyzee itu belum dapat
menggambarkan nilai-nilai idiil yang terkandung dalam perkawinan sebagai yang
dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut.2
1Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 2
2Lihat, Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan (Cet.II; Jakarta: PT Bulan
Bintang, 1987), h. 220
11
Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun
perkawinan; Nikah adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu
seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya
diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Dan yang dimaksud dengan akad adalah
ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau
wakilnya.3
Sedangkan menurut Dr. Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan Indonesia
menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.4
Adapun menurut Muhammad Abu Ishrah nikah adalah aqad yang
memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri)
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak
bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.5
Berdasarkan pendapat para Imam Mazhab pengertian nikah adalah sebagai
berikut:
a. Golongan Hanafiah
Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang
dengan sengaja.
b. Golongan Syafi’iyah
Nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha
dengan lafadz nikah atau taswijah atau yang semakna dengan keduanya.
3Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 2
4Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 3
5Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 4
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c. Golongan Malikiyah
Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk
membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang
wanita yang boleh nikah dengannya.
d. Golongan Hanabilah
Nikah adalah aqad dengan mempergunakan lafadz nikah atau taswij guna
membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.6
2. Dasar Hukum Perkawinan
Perintah Allah Swt. untuk menikahkan orang-orang masih sendirian terdapat
dalam Q.S An-Nur/ 24: 32.
                        
          
Terjemahannya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.7
Sedangkan perintah menikah sebagai kodrat manusia terdapat dalam Q.S Ar-
Ruum/ 30: 21.
                            
             
Terjemahannya:
6Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 2-4
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2002),
h. 354
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.8
Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dimana mereka tidak dapat hidup
tanpa bantuan orang lain. Allah Swt. menjelaskan dalam Q.S At-Taubah/ 9: 71.
                          
                      
        
Terjemahannya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.9
Manusia tidaklah sempurna eksistensinya sebagai makhluk berbudaya. Hanya
dengan jalan perkawinan yang sah ia bisa mencapai kesempurnaan. Perkawinan
adalah proses kodrat manusia untuk berhubungan baik sebagai mana firman Allah
Swt. dalam Q.S An-Nisaa/ 4:1.
                      
                       
   
Terjemahannya:
8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 198
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”10
Dalam Hadis Rasulullah saw. ditemukan beberapa anjuran untuk
melangsungkan pernikahan diantaranya:
 ُﺳَر َﺎَﻨﻟ َلَﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ ﴈر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْ  ِ َا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ) ﲅﺳو ﻪﯿﻠ  ﷲ ﲆﺻ ِ َا ُلﻮ
 , َِﴫَﺒْﻠِ َﺾﻏ  ُﻪﻧ َﺎﻓ , ْج و ََﱱَْﯿَﻠﻓ َةَءﺎَْﺒﻟَا ُُﲂْ ِﻣ َعﺎَﻄَﺘ ْﺳا ِﻦَﻣ ! ِبﺎَﺒ ﺸﻟَا ََﴩْﻌَﻣ َ
( ٌءﺎ َ ِو ُ َ  ُﻪﻧ َﺎﻓ ; ِمْﻮ ﺼﻟ ِ  ِﻪَْﯿﻠََﻌﻓ ْﻊِﻄَﺘ َْﺴ  َْﻢﻟ ْﻦَﻣَو , ِجْﺮَْﻔﻠِ  ُﻦَﺼْﺣ َو َ  ٌﻖَﻔ ُﻣ ِﻪَْﯿﻠ
Artinya:
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw. bersabda
pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab
ia dapat mengendalikanmu”. Muttafaq Alaihi.11
3. Rukun dan Syarat Perkawinan
a. Rukun Perkawinan
Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan
bagian yang hakiki dari amalan tersebut.
1) Ijab-Qabul
Ijab adalah pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada
mempelai pria. Sedangkan qabul adalah pernyataan mempelai pria dalam menerima
ijab.
Syarat-syarat ijab qabul adalah:
a) Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 77
11 Al-Imam Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Klang Book centre, 2007), h. 45
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b) Menyebut jelas pernikahan dan mempelai pria-wanita.12
Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah karena dua lafadz ini yang datang
dalam Al-Qur’an. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S Al-Ahzab/33:37.
 …        …
Terjemahannya:
…Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya
(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia...13
2) Adanya mempelai pria
Syarat mempelai pria adalah:
a) Muslim dan Mukallaf (sehat akal, baliqh, merdeka).
b) Bukan mahram dari calon istri.
c) Tidak dipaksa.
d) Orangnya jelas.
e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.14
3) Adanya mempelai wanita
Syarat mempelai wanita adalah:
a) Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikah) dan
mukallaf.
b) Tidak ada halangan Syar’i (tidak bersuami, tidak dalam masa ‘iddah dan
bukan mahram dari calon suami).
c) Tidak dipaksa.
d) Orangnya jelas.
12Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 19
13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 424
14Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 21
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e) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.15
4) Adanya wali
Syarat wali adalah:
a) muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal, baligh, dan merdeka).
b) Adil.
c) Tidak dipaksa.
d) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.16
5) Adanya saksi (2 orang pria)
Adapun syarat menjadi saksi antara lain:
a) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal, baligh, dan merdeka).
b) Adil.
c) Dapat mendengar dan melihat.
d) Tidak dipaksa.
e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.17
b. Syarat Perkawinan
Syarat adalah sesuatu yang mesti ada daam menentukan sah dan tidaknya
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan
itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam pengantin perempuan atau
laki-laki itu harus beragama Islam.
15Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 21
16Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 2
17Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 22
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Syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam mengikuti rukun-rukunnya
sebagai berikut:
Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
1) Beragama Islam;
2) Laki-laki;
3) Jelas orangnya;
4) Dapat memberikan persetujuan;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
Syarat-syarat mempelai wanita adalah:
1) Beragama Islam;
2) Perempuan;
3) Jelas orangnya;
4) Dapat dimintai persetujuan;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
Syarat-syarat wali nikah adalah:
1) Laki-laki;
2) Dewasa;
3) Mempunyai hak perwalian;
4) Tidak terdapat halangan perwalian.
Syarat-syarat saksi nikah adalah:
1) Minimal dua orang laki-laki;
2) Hadir dalam ijab qabul;
3) Dapat mengerti maksud akad;
4) Islam;
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5) Dewasa
Syarat-syarat ijab qabul adalah:
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij;
4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau
umrah
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon
mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan
dua orang saksi.18
4. Hakikat Menikah dalam Islam
Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas;
pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan.
Namun bagi beberapa pribadi tertentu dianggap sebagai perbuatan yang menjadi
kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi’i beranggapan bahwa menikah itu
mubah atau diperbolehkan. Yang keluar dari pertimbangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi
saw. adalah perkawinan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan
yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada isteri dan anak, sehat
jasmani dan khawatir kalau-kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan
perbuatan zina.19
18Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71-72
19Lihat, Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2003), h.  55
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Kendatipun demikian, menurut Mazhab Maliki, menikah itu merupakan
kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak memperoleh nafkah, berdasarkan
persyaratan dibawah ini;
1) Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
2) Apabila tidak mampu, maka berpuasalah untuk mengendalikan hawa
nafsunya, atau dia dapat berpuasa tetapi puasanya itu tetap belum mampu
menolongnya menahan diri dari gejolak nafsu syahwatnya.
3) Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk
menyalurkan hasrat seksualnya.20
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut suatu riwayat
memandang bahwa menikah hukumnya sunnah. Alasan yang dipegang oleh golongan
ini ialah surah Q.S An-Nisaa’/4: 3 yang berbunyi:
   …              …
Terjemahannya:
…Maka jika kamu khawatir (menduga akan) berlaku tidak adil, cukuplah satu
atau budak beliamu…21
Ayat ini menunjukkan jalan halal untuk mendekati wanita ada dua cara, yaitu
dengan jalan menikah dan dengan tasarri, yakni memiliki jariyyah (budak
perempuan). Perbedaan tasarri dan nikah ialah bahwa nikah memberikan status
kepada wanita untuk memperoleh dari sang suami perawatan yang wajar, sedangkan
20Lihat, Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, h. 58
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 77
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tasarri mewajibkan si jariyah itu berkidhmat kepada tuannya secara primer, karena
seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya.22
Sedangkan Mazhab Hanafi menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan:
1) Apabila seorang lelaki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.
2) Apabila dia tidak mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak
membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya. Akan tetapi, apabila
puasanya itu dapat membantunya, hendaknya menikah dengan wanita untuk
digaulinya sebagai suami isteri yang sah.
3) Apabila seorang lelaki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
4) Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh
nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan
biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.23
Imam Syafi’i memandang bahwa menikah hukumnya mubah atau
diperbolehkan. Alasan yang dipegang oleh golongan ini ialah bahwa dalam ayat 3
surah An-Nisaa’, Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan
jalan menikah atau dengan jalan tasarri. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jalan itu
sama derajatnya. Menurut ijma’, tasarri hukumnya mubah. Jadi, menikah juga
hukumnya mubah (tidak sunnah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan mubah.24
5. Tujuan Perkawinan
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu
sama lain, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan
22Lihat, Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan), h.  62
23Lihat, A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 156-157
24Lihat, A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), h. 160
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sejahtera sesuai dengan perintah Allah Swt. dan petunjuk Rasulullah. Firman Allah
saw. dalam Q.S Ar-Ruum/30:21.
                            
             
Terjemahannya:
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu
pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan
dijadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu,
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.25
Lebih lanjut Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:72.
                   
      …
Terjemahannya:
Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezki dari yang baik-baik…26
Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur
berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah
pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan
ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan
perkawinan yang paling besar; ibadah kepada Allah swt. Ibadah disini tidak hanya
ritual belaka seperti hubungan kelamin suami isteri, melainkan kepada hakikatnya
mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.
Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis
mendasar manusia dalam rangka berketurunan. Anak-anak merupakan pernyataan
25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.274
22
rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan kemungkinan tersedianya
lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunannya. Islam
telah menjelaskan dengan gamblang hak-hak dan kewajiban orang tua serta anak
keturunannya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-
anaknya. Anak-anak ini pada gilirannya nanti bertanggung jawab melindungi dan
membantu orangtuanya apabila mereka memerlukan diusianya yang senja.27
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974
Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.28 Oleh karena itu,
pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga
pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang
sangat kuat (miitsaaqon ghaliidhan) untuk menaati perintah Allah, dan
melaksanakannya merupakan ibadah.29
Adapun syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud
27Lihat, A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), h. 150-153
28Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013),
h. 2
29Lihat, Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7
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ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau
orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lain.30
Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis,
yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991
mengandung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:
1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan
bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas
yang berwenang.
3) Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil
terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
30Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 3-4
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4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat
melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada
perceraian.
5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7) Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah
mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan
perkawinan.31
Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.32 Sebelum seseorang melangsungkan perkawinan ada yang disebut
perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawian:
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan., setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tida dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.33
31Lihat, Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7-8
32Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 324
33Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,10-11
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Suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban baik laki-laki
maupun perempuan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami istri memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 31 bahwa (1) hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing
pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan (3) suami adalah kepala
keluarga dan istri rumah tangga.34
C. Tinjauan Umum tentang Talak
1. Pengertian Talak
Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan pernikahan. Apabila
pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yang
mengakibatkan perpisahnya dua keluarga, karena tidak ada kesepakatan antara suami
istri, maka dengan keadilan Allah swt. dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala
kesukaran yakni pintu perceraian. Dengan adanya pintu talak, terjadila ketertiban dan
ketentraman antara kedua pihak dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan
yang cocok dan dapat mencapai apa yang dicita-citakan.35
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah
pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan
lafaz khusus. Menurut mazhab Syafi’i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz
34Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 11
35Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II , h. 148
26
talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki talak adalah suatu sifat
hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.36
Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami
menjatuhkan talak Raj'i pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hanbali, perceraian ini
belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali ‘iddah istrinya telah habis. Mereka
berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa ‘iddah, maka
perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki
mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama Syafi'i
mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani
masa ‘iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk karena menurut mereka,
rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas,
bukan dengan perbuatan.37
2. Macam-macam Talak
Talak dapat dibagi berdasarkan beberapa keadaan antara lain:
a. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami,
terdiri atas 2 macam:
1) Talak Sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk
agama dalam Al-Quran atau sunnah Nabi seperti talak yang dijatuhkan oleh
suami yang mana si istri pada waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam
masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
36Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Talak#Pengertian, 26 April 2017
37Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Talak#Pengertian, 26 April 2017
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2) Talak bid’iy ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau
dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami.38
b. Dengan melihat pada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan
istrinya, terdiri atas 2 macam:
1) Talak Raj’i
Para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak Raj’i adalah talak
yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang
istrinya tersebut masih dalam masa ‘iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk
maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri,
sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa ‘iddah.39 Hal ini
berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Ahzab/33: 49.
                       
              
Terjemahannya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan
yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya
Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik- baiknya.40
2) Talak Ba’in
Talak Ba’in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada
wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis:
38Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 217-218
39Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera:
2008), h.
40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 424
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Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak).
(1) Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat).
(2) Talak khulu’. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa khulu’ adalah faskh
nikah, bukan talak.
(3) Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat
Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak
tidak mempunyai ‘iddah. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum
dicampuri.
(4) Hanafi mengatakan Khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran,
menyebabkan adanya percampuran, menyebabka adanya kewajiban ‘iddah.
Akan tetapi, laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada
saat wanita tersebut berada dalam masa ‘iddah, sebab talaknya adalah talak
ba’in. Hambali mengatakan Khalwat itu sama seperti mencampuri dalam
kaitannya dengan kewajibannya ‘iddah bagi si wanita, dan kebolehannya
rujuk bagi laki-laki.
(5) Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya
”engkau talak dengan talak ba’in atau talak yang berat, atau talak segunung,
talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat,” dan ungkapan-
ungkapan lain sejenis itu, maka talak yang jatuh adalah talak ba’in yang tidak
memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali disaat
wanita tersebut Nerada pada masa ‘idddah-nya. Begitu pula halnya manakala
si suami menjatuhkan talaknya dengan perkataan-perkataan kiasan yang
mengandung arti perpisahan sama sekali, semisal “engkau kulepaskan
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selepas-lepasnya,” “engkau putus hubungan denganku,” atau “engkau
kupisahkan sepenuhnya.”41
c. Dengan melihat segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi 2 macam:
1) Talak Tanjiz yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan
langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih
atau kinayah. Talak ini terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan
talak tersebut.
2) Talak Ta’liq yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan
yang pelaksanaannya digantungkan kepada yang terjadi kemudian.
d. Dengan melihat dari siapa yang secara langsung mengucapkan talak dibagi
menjadi 2 macam:
1) Talak Mubasyir yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang
menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2) Talak Taukil yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh
suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.42
3. Hukum Talak
Memang tidak terdapat dalam Al-qur’an ayat-ayat yang menyuruh atau
melarang eksistensi perceraian itu. Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa
ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-qur’an yang mengatur
talak. Namun, isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun
dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri
41Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 452-453
42Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 225-226
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itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa ‘iddah , seperti dalam
firman Allah swt. dalam Q.S At-Talaq/65:1.
                          
                     
            
     
Terjemahannya:
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan
sesudah itu sesuatu hal yang baru.43
Walaupun hukum asal talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan
tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:
1) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat
dilanjutkan dan seandainya dipertahakan juga kemudaratan yang lebih banyak
akan timbul.
2) Mubah atau boleh saja dilakukan apabila memang perlu terjadi perceraian dan
tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan
manfaatnya juga ada kelihatannya.
3) Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim
terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai
43Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 559
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masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia
dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.
4) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid
atau suci yang masa itu ia telah digauli.44
4. Hikmah Talak
Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai
jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentuh boleh dilakukan.
Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga
kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan
pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah
tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang sekitarnya.
Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik di tempuh
perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam
hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.45
44Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 200-201
45Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 201
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara
kualitatif mengenai obyek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat dimana penulis lebih menekankan atau mengkaji dan
menganalisis keadaan yang terjadi pada masyarakat sehingga nikka talla’ ini bisa
terjadi. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan atau
obyek yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu kecamatan yang
berada di dataran tinggi dimana mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan
yang masih rendah, ditambah lagi minimnya pengetahuan tentang aturan pernikahan
baik dari segi hukum Islam terlebih lagi jika ditinjau dari hukum positif.
Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena
penulis mencoba menganalisis masyarakat yang berada di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa baik yang melakukan nikka talla’ maupun
orangtua dari anak tersebut serta para tokoh masyarakat yang mempunyai peranan
penting dalam hal ini.
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B. Metode Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field
Research) dimana jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis dan
pendekatan syar’i untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok
pembahasan.
1. Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan
masyarakat dengan mengkaji fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.
2. Pendekatan syar’i adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara
menganalisis hukum-hukum yang berkaitan dengan nikka talla’.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer
dan sekunder.
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh melalui field research atau penelitian
lapangan dengan melakukan interview yang berarti kegiatan langsung ke lokasi
penelitian untuk memperoleh data dari narasumber dengan cara melakukan tanya
jawab yang berkaitan dengan dinamika nikka talla’.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk
memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok yaitu
menelaah literatur, jurnal, artikel, liputan, karya tulis ilmiah, serta peraturan atau
hukum-hukum yang berkaitan dengan dinamika nikka talla’.
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D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Bontoloe
Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dimana penulis menggunakan metode
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Objek
observasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi dan kondisi sosial yang terdiri
dari 3 (tiga) komponen yaitu: tempat, perilaku dan aktivitas.
Jenis observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian terstruktur dengan melakukan pengamatan di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa secara langsung kepada informan untuk
memperoleh data yang lebih lengkap.
2. Wawancara
Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah wawancara
terstruktur yang berarti melakukan wawancara di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa secara langsung dengan menggunakan pedoman
wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan
dalam hal ini pelaku nikka talla’ baik laki-laki maupun perempuan, orang tua pelaku
nikka talla’, dan pemerintah setempat, serta para tokoh masyarakat yang mempunyai
kapasitas dalam penelitian yang dilakukan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-
dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data
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yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut
dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaaan wilayah. Dokumen tertulis
merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian
kualitatif.1
Dokumentasi berarti mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat
setempat sehingga dapat memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan
harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Secara detail bahan dokumenter terbagi
beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian,
memorial, klipping, dokomen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk,
data tersimpan di website dan lain-lain.2 Teknik ini digunakan untuk mengetahui
sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan
penelitian
E. Instrumen Pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Pada prinsipnya meneliti yaitu melakukan pengukuran
dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Eksistensi instrumen dalam
suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu
atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya Adapun alat-alat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
melakukan penelitian yaitu:
1Lihat, Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Surakarta: Sebelas Maret University Press,
2002), h.54
2Lihat, Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.
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1. Pedoman wawancara; digunakan sebagai landasan untuk mengetahui etika dan
tata cara dalam melakukan wawancara kepada informan.
2. Buku catatan dan alat tulis; digunakan oleh penulis untuk mencatat hal-hal
yang penting dan menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Kamera; digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat penulis melakukan
wawancara dengan informan baik pelaku nikka talla’, orang tua pelaku nikka
talla’, pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat yang mempunyai
kepentingan dalam penelitian yang dilakukan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan
data dengan alur tahapan sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.
Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih
hal-hal yang pokok, difokuskan dengan hal-hal yang penting.
2. Penyajian Data
Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan
dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola
hubungan satu data dengan data lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keragu-raguan data yang diperoleh
penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.
3. Kesimpulan Akhir
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Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah
diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan
data selesai.3
G. Pengujian Keabsahan Data
1. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat
melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.
Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan
deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan
meningkatkan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.4
2. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimakasud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data
yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini
peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai
bahan referensi.5
3Lihat, Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.
35-36.
4Lihat, Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung:
Alfa Beta, 2009), h. 306.
5Lihat, Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 307.
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP NIKKA TALLA’ DI DESA BONTOLOE
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA (ANALISIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQH MUNAKAHAT)
A. Latar Belakang Tradisi Nikka Talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa
1. Proses Perkawinan adat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa
Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara
laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad
tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.1 Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2
Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal
di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660) adat berasal dari bahasa Arab تادﺎﻋ,
bentuk jamak dari ةَدﺎﻋ (adah) yang berarti cara atau kebiasaan. Adat adalah gagasan
kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan
hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan
akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat
setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.3
Proses perkawinan adat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah yang berada di dataran tinggi dimana
1Lihat, Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 2
2Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013),
h. 2
3Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Adat, 26 April 2017
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adat istiadat masih sangat kental. Salah satu adat yang masih dipertahankan sampai
saat ini ialah adat perkawinan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasan Suaib sebagai Imam Desa
Bontoloe dan Syamsuddin Lesang sebagai Imam Dusun Lannara’, prosesi
perkawinan adat ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses perkawinan adat
di Desa Bontoloe sebagai berikut:
a. Doa’angka (berkunjung)
Doa’angka yaitu prosesi awal sebelum akad nikah dilangsungkan dimana
salah satu dari pihak keluarga mempelai laki-laki (paman atau bibi) berkunjung ke
rumah keluarga perempuan. Adapun maksud dari doa’angka ini adalah “bertanya”.
Bertanya yang dimaksud adalah menanyakan apakah perempuan yang hendak
dilamar masih dalam status lajang atau tidak diikat oleh laki-laki lain. Selain itu,
pihak keluarga laki-laki menanyakan asal-usul dan keturunan dari perempuan yang
hendak dilamar, dan sekedar melihat perempuan yang akan dilamar begitupun dengan
orang tua perempuan tersebut.4
b. Assuro (menyuruh)
Prosesi Assuro ini dilakukan setelah doa’angka telah dilakukan. Assuro dalam
bahasa Indonesia adalah “menyuruh”. Assuro adalah prosesi kedua sebelum akad
pernikahan dilaksanakan dimana beberapa orang dari keluarga mempelai laki-laki
mendatangi rumah keluarga mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk
bersilaturahmi dan menyampaikan amanah (maksud baik) ingin melamar perempuan
yang telah di doa’angka sebelumnya.
4Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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Selain itu, orang yang diberikan amanah untuk assuro ini mempertanyakan
apakah perempuan tersebut siap untuk dilamar dan dipersunting, serta berapa doe’
balanjai/uang panai’ yang harus disediakan oleh pihak laki-laki. Setelah adanya
kesepakatan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki maka telah sah perempuan ini
siap lahir dan batin untuk dinikahi.5
c. A’jangang-jangang (melamar)
A’jangang-jangang ini adalah prosesi ketiga setelah doa’angka dan assuro
selesai dilaksanakan. A’jangang-jangang merupakan proses pernikahan dimana
keluarga mempelai laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan untuk ketiga
kalinya dengan membawa berbagai macam makanan khas Makassar seperti burasa’,
dodoro’, bannang-bannang, dan kue tradisional lainnya.
Adapun tujuan dari a’jangang-jangang ini adalah untuk mensahkan bahwa
perempuan dan keluarga perempuan menyetujui adanya pernikahan, menentukan
tempat dan waktu pernikahan, menyetujui doe’ balanjai/uang panai’ disaksikan oleh
pemerintah setempat (kepala desa, kepala dusun, ketua RT, imam desa, dan imam
Dusun).6
d. A’batang Kale, Ammuntuli, dan A’buritta (pemberitahuan)
A’batang Kale adalah pemberitahuan kepada pemerintah setempat (kepala
desa, kepala dusun, ketua RT, imam desa, dan imam dusun) dimana pemberitahuan
ini dilakukan secara khusus oleh orang tua baik laki-laki maupun perempuan.
Tujuannya adalah untuk memberitahukan tempat dan waktu pernikahan yang telah
disepakati sebelumnya.
5Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
6Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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Ammuntuli tidak jauh berbeda dengan a’batang kale. Jika a’batang kale
dilakukan secara khusus oleh orangtua laki-laki dan perempuan, maka ammuntuli
dilakukan oleh beberapa gadis dan pemuda dengan memakai pakaian adat Makassar
(baju bodo). Tujuannya sama yaitu pemberitahuan kepada pemerintah setempat.
A’buritta dilakukan setelah a’batangkale dan ammuntuli telah selesai
dilaksanakan. Tujuan a’buritta ini adalah pemberitahuan kepada semua sanak saudara
dan menyebarkan undangan pernikahan.7
e. Appanai’ Balanja (menyetor uang belanja)
Appanai’ balanja adalah prosesi kelima dari pernikahan adat dimana
mempelai laki-laki beserta keluarga besar mendatangi rumah mempelai perempuan.
Tujuan appanai’ balanja adalah untuk membawa doe’ balanja/uang panai’ sesuai
dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
Selain membawa doe’ balanja/uang panai’ keluarga laki-laki juga membawa
seserahan untuk perempuan seperti appaka’ada’ (leko’lompo) dan bombo dimana
bombo berisi seperangkat alat shalat dan berbagai macam perlengkapan kosmetik dan
pakaian untuk perempuan.
Setelah doe’ balanja/uang panai’ diserahterimakan oleh pihak keluarga laki-
laki dan perempuan, maka selanjutnya adalah melaksanakan appanikka atau akad
(ijab qabul) sesuai dengan tuntunan agama Islam disaksikan oleh pemerintah
setempat dan parah tokoh masyarakat serta para tamu undangan.8
f. Appalele (kunjungan kedua mempelai kepada keluarga mempelai laki-laki)
7Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
8Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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Appalele adalah kunjungan kembali oleh keluarga perempuan kepada keluarga
laki-laki dimana appalele ini juga turut memboyong mempelai laki-laki dan
mempelai perempuan yang telah sah sebagai suami istri. Tujuan dari appalele ini
adalah melakukan silaturahmi antar keluarga.9
Pada saat prosesi appalele keluarga mempelai perempuan membawa
pa’matoang. Pa’matoang adalah membawa berbagai perlengkapan rumah tangga
untuk keluarga mempelai laki-laki dimana perlengkapan tersebut berisi sarung,
selimut, lemari, dan perlengkapan dapur serta makanan tradisional khas Makassar.
g. A’matoang (kunjungan orang tua perempuan)
A’matoang adalah kunjungan yang dilakukan secara khusus oleh orangtua
perempuan. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dengan orang tua laki-laki.10
h. Ammelangngang (kunjungan keluarga laki-laki)
Ammelangngang adalah berkunjung yang dilakukan oleh keluarga laki-laki
dimana pada saat ammelangngang ini dilaksanakan, keluarga laki-laki membawa
berbagai macam peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, sarung, selimut dan
lain-lain sebagai balasan (imbalan) pa’matoang ketika appalele dilakukan.11
i. A’bisang (kunjungan kembali)
A’bisang adalah kunjungan kembali dimana orang tua perempuan secara
khusus datang bersilaturahmi kepada orang tua laki-laki (pertemuan khusus).12
2. Pengertian Nikka Talla’
9Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
10Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
11Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
12Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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Nikka talla’ merupakan istilah bahasa Makassar yang diambil dari istilah
nikah talaq yang berarti pernikahan yang dilanjutkan dengan perceraian. Menurut
daeng Syamsuddin Lesang nikka talla’ merupakan pernikahan adat Makassar yang
dilangsungkan didepan penghulu dan pemerintah setempat serta tokoh masyarakat
yang berkepentingan dalam hal ini disebabkan karena mempelai laki-laki atau
keluarga laki-laki tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut. Akan tetapi,
mempelai perempuan atau keluarga perempuan merasa dirugikan atau dipermalukan
disebabkan beberapa hal seperti telah dilecehkan, telah dihamili dan lain
sebagainya.13
Sementara Hasan suaib mengatakan nikka talla’ adalah akad (ijab qabul) yang
dilaksanakan dalam satu waktu dengan perceraian, dimana pemerintah setempat dan
tokoh masyarakat menjadi saksi dalam pernikahan dengan menandatangani surat
perjanjian bahwasanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak akan
menjalani rumah tangga dan hidup bersama.14
Menurut daeng Raseng nikka talla’ adalah akad dimana pernikahan dan
perceraian dilaksanakan dalam satu waktu disebabkan keluarga laki-laki dan keluarga
perempuan tidak setuju jika laki-laki dan perempuan ini hidup dalam satu rumah
tangga.15
Menurut daeng Jumakka nikka talla’ merupakan pernikahan adat Makassar
tanpa adanya kesepakatan (kerelaan) dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan
dimana pemerintah sebagai saksi dalam Nikka Talla’.16
13Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
14Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
15Raseng, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Maret 2017
16Jumakka, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Maret 2017
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Sedangkan menurut Pak Baharuddin Tayang nikka talla’ adalah pernikahan
adat dimana laki-laki dan perempuan assipare’ bawang (bersama tanpa ikatan suami
istri) akan tetapi masing-masing orang tua laki-laki dan perempuan tidak sepakat jika
mereka dinikahkan. Namun, perempuan merasa dirugikan oleh laki-laki sehingga
meminta untuk dinikahi meskipun diceraikan dalam waktu yang bersamaan.17
Menurut pak Said nikka talla’ merupakan pernikahan adat Makassar yang
dilakukan bersamaan dengan perceraian dalam satu waktu disebabkan suatu hal
seperti hamil diluar nikah, dan melakukan hal-hal lainnya yang dilarang oleh agama
Islam serta adat yang berlaku.18
Menurut daeng Sappara nikka talla’ adalah ijab qabul dan perceraian
dilakukan dalam satu waktu disebabkan laki-laki tidak ingin membina rumah tangga
dengan perempuan. Akan tetapi, perempuan merasa malu jika tidak dinikahi karena
beberapa faktor seperti telah dilecehkan, telah dihamili, dan lain sebagainya.19
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan
wawancara terdapat beberapa persamaan terhadap apa yang dikemukakan diatas.
Pada dasarnya nikka talla’ merupakan pernikahan adat Makassar yang berarti
pernikahan yang dilanjutkan dengan perceraian dalam tempat dan waktu yang
bersamaan. Selain itu, nikka talla’ juga pada dasarnya terjadi disebabkan tidak adanya
kesepakatan baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Kemudian, jika di
tinjau dari hukum Islam, rukun dan syarat nikka talla’ telah dipenuhi ketika nikka
17Baharuddin Tayang, Kepala Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
18Said, Kepala Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
19Sappara, tokoh Masyarakat, Wawancara, 14 Maret 2017
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talla’ ini dilaksanakan. Tujuan nikka talla’ adalah untuk menutupi aib semata tanpa
ada maksud untuk hidup bersama setelah menikah.
Menurut Hasan Suaib ketika nikka talla’ ini telah selesai dilaksanakan, maka
ada sebuah perjanjian. Dimana perjanjian ini berupa penandatangan sebuah surat
bahwa laki-laki dan perempuan sepakat untuk berpisah atau bercerai. Menurut daeng
Raseng dan daeng Jumakka nikka talla’ ini disebabkan karena tidak adanya
kesepakatan (kerelaan) dari kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun
pihak laki-laki jika mereka hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.
Sedangkan menurut daeng Syamsuddin, pak Baharuddin Tayang, pak Said,
dan daeng Sappara nikka talla’ disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut
antara lain, laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan,
perempuan merasa dipermalukan, dilecehkan, dan telah dihamili.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa nikka talla’ adalah pernikahan adat Makassar
dimana akad (ijab qabul) dan perceraian dilakukan dalam waktu yang bersamaan
disebabkan karena berbagai faktor. Adapun penyebab dari nikka talla’ yakni baik
keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan tidak menyetujui adanya pernikahan.
Akan tetapi, perempuan merasa dipermalukan atau dirugikan, telah dilecehkan, telah
dihamili dan lain sebagainya sehingga perempuan meminta dinikahi untuk
memperjelas status meskipun setelah dinikahi langsung diceraikan dalam waktu yang
sama.
3. Proses Nikka Talla’
Prosesi pernikahan adat nikka talla’ berbeda dengan prosesi pernikahan adat
Makassar pada umumnya. Hal ini dikemukakan oleh Baharuddin Tayang sebagai
Kepala Desa Bontoloe dan Hasan Suaib sebagai Imam Desa Bontoloe, dimana
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pernikahan adat nikka talla’ tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun prosesi
pernikahan adat nikka talla’ hanya terdapat lima proses antara lain:
a. Appakabaji’ (memperbaiki)
Appakabaji’ (memperbaiki) yakni mempertemukan orang tua laki-laki dan
orang tua perempuan. Tujuan appakabaji’ (memperbaiki) adalah untuk mendapatkan
kesepakatan bahwa masing-masing keluarga sepakat menikahkan anak mereka,
menentukan jumlah pammappaccidu’ pangngoro’ tarang dihadapan pemerintah
setempat.20
b. Assuro (menyuruh)
Assuro dalam nikka talla’ tidak jauh berbeda dengan assuro pada pernikahan
adat yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada sebuah
kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bahwa ia siap
menyediakan sejumlah uang (pammappaccidu’ pangngoro’ tarang) yang diminta
oleh keluarga perempuan dengan syarat perempuan akan dinikahi namun tidak akan
digauli atau dalam artian perempuan langsung diceraikan setelah akad nikah selesai
dilaksanakan.21
c. Pammappaccidu’ Pangngoro’ Tarang (uang pertanggungjawaban)
Jika pada pernikahan adat Makassar pada umumnya menggunakan istilah doe’
balanja maka pernikahan adat nikka talla’ disebut pammappaccidu’ pangngoro’
tarang. Pammappaccidu’ pangngoro’ tarang adalah sejumlah uang yang diminta
oleh orangtua perempuan kepada orang tua laki-laki sebagai pertanggungjawaban dan
20Baharuddin Tayang, Kepala Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
21Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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salah satu persyaratan untuk melaksanakan nikka talla’ (bukan doe’ balanja/uang
panai’).22
Setelah tercapai mufakat, maka selanjutnya adalah menentukan tempat dan
waktu untuk melaksanakan nikka talla’ (biasanya dikediaman kepala desa, atau imam
desa).
d. Nikka Talla’ (menikah dan bercerai pada tempat dan waktu yang sama)
Setelah appakabaji’ (memperbaiki) dan pammappaccidu’ pangngoro’ tarang
telah disediakan oleh orang tua laki-laki, maka selanjutnya adalah melangsungkan
nikka talla’. Nikka talla’ hanya dihadiri oleh orang tua laki-laki dan orang tua
perempuan, pemerintah setempat sebagai saksi nikka talla’, dan penghulu yang akan
menikahkan.23
Setelah semua yang berkepentingan dalam nikka talla’ telah hadir, maka
selanjutnya adalah melangsungkan pernikahan (appa’nikka) sesuai dengan rukun dan
syarat dalam agama Islam.
Kemudian setelah pernikahan (appa’nikka) selesai dilaksanakan, maka dalam
tempat dan waktu yang sama perempuan yang baru saja dinikahi langsung diceraikan
(menurut adat) tanpa digauli.
e. Penandatanganan surat perjanjian
Penandatanganan surat perjanjian dilakukan oleh mempelai laki-laki dan
mempelai perempuan dihadapan orang tua masing-masing, pemerintah setempat,
penghulu, dan orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini. Adapun inti dari surat
22Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
23Baharuddin Tayang, Kepala Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
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tersebut adalah perempuan dan laki-laki sepakat bercerai dan tidak akan hidup
bersama dalam bingkai rumah tangga.24
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nikka Talla’
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan adat nikka talla’
menurut pak Syamsuddin Lesang sebagai Imam Dusun Lannara’ adalah sebagai
berikut:
a. Assipare’ Bawang (hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan)
Assipare’ bawang adalah suatu perilaku yang tidak terpuji dimana seorang
laki-laki dan seorang perempuan bersama layaknya suami istri namun mereka tidak
dalam ikatan perkawinan. Selain itu, mereka juga tidak disetujui untuk hidup bersama
oleh masing-masing keluarga disebabkan beberapa hal seperti perempuan atau laki-
laki dari kalangan bawah, karena adanya hubungan keluarga, sang laki-laki yg
melakukan nikka talla’ telah berkeluarga dengan perempuan lain, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, untuk menutupi aib maka ditempuh pernikahan adat Nikka talla’.25
b. Assicokko-cokkoang (sembunyi-sembunyi)
Assicokko-cokkoang adalah suatu perilaku yang dilarang dalam agama Islam
yakni melakukan hubungan suami istri secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya
ikatan perkawinan.26
c. Annyala (melakukan suatu kesalahan)
24Hasan Suaib, Imam Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
25Said, Kepala Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
26Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
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Annyala adalah pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah dilecehkan atau
dihamili oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, laki-laki yang ia sebut telah berkeluarga
sehingga perempuan dan laki-laki ini harus menempuh nikka talla’.27
d. Nipassala (diberi sanksi)
Nipassala yakni seorang laki-laki melecehkan seorang perempuan. Akan
tetapi, orang tua perempuan tidak menyetujui jika laki-laki tersebut bersama anaknya
sehingga ia hanya meminta pertanggungjawaban berupa sejumlah uang, dan menikahi
anaknya tetapi langsung diceraikan (nikka talla’) dalam waktu yang sama.28
e. Erangkale (membawa diri)
Erangkale (membawa diri) adalah pernikahan dimana seorang perempuan
membawa dirinya ke rumah laki-laki atau rumah pemerintah setempat/imam desa.
Tujuannya adalah ingin dinikahkan oleh laki-laki yang ia sebut karena suatu sebab.
Akan tetapi, laki-laki tersebut merasa tidak melakukan apapun terhadap perempuan
itu sehingga terbentuk sebuah mufakat bahwa laki-laki tersebut siap menikahi
perempuan itu dengan syarat langsung diceraikan (nikka talla’) dimana tujuannya
adalah menutupi aib perempuan begitupun dengan aib laki-laki tersebut.29
f. Menjaga Siri’ na Pacce
Seseorang melakukan nikka talla’ adalah untuk menjaga kehormatan baik
untuk diri sendiri maupun kehormatan keluarga. Sebab, dalam adat Makassar siri’ na
pacce harus dijunjung tinggi. Nikka talla’ dilakukan untuk membersihkan nama baik
27Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
28Syamsuddin Lesang, Ketua RK Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 10 Maret 2017
29Said, Kepala Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
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keluarga meskipun nama baik keluarga tidak bersih secara utuh sebab hanya menikah
dengan cara nikka talla’.30
5. Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Nikka Talla’
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun akibat yang
ditimbulkan dengan adanya nikka talla’ adalah sebagai berikut:
a. Malu
Perempuan maupun laki-laki akan merasa malu ketika melakukan nikka talla’
sebab adat perkawinan ini adalah adat untuk menutupi aib. Meskipun adat nikka talla’
merupakan adat untuk menutupi aib, namun disisi lain perempuan dan laki-laki ini
tetap dianggap memiliki masa lalu yang tidak berakhlak dan beretika baik.
b. Dampak psikologi bagi perempuan
Dampak psikologi tidak terlalu berarti bagi laki-laki yang pernah melakukan
nikka talla’ lain halnya dengan perempuan. Perempuan akan selalu merasa malu,
tertekan oleh pembicaraan masyarakat tentang dirinya, dan lain sebagainya. Hal
inilah yang terkadang membuat psikologi perempuan terguncang sampai pada
akhirnya tidak ingin lagi memulai hidup dengan melakukan pernikahan bersama laki-
laki lain.
c. Merawat anak sendiri (jika mempunyai anak dari nikka talla’)
Adapun jika terdapat anak yang lahir dari nikka talla’ maka sesuai adat hak
untuk memelihara sepenuhnya ada ditangan perempuan. Namun, tidak dipungkiri
bahwa anak yang lahir ini tidak mendapat nafkah dari ayah biologisnya sehingga
perempuanlah yang harus memelihara dan menafkahi anaknya seorang diri.
d. Terkucilkan atau dipandang rendah oleh masyarakat
30Said, Kepala Dusun Lannara Desa Bontoloe, Wawancara, 13 Maret 2017
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Masyarakat merupakan faktor pendukung dalam menjalani kehidupan.
Seseorang yang melakukan nikka talla’ akan dipandang rendah oleh masyarakat.
Sebab, menurut mereka nikka talla’ merupakan akibat dari tidak adanya kesadaran
terhadap siri’ na pacce.
e. Menyandang status janda tanpa digauli setelah menikah
Perempuan yang melakukan nikka talla’ akan menyandang status janda tanpa
digauli oleh suaminya. Sebab, prinsip nikka talla’ adalah menikahkan dan
menceraikan dalam satu tempat dan waktu yang sama.
f. Menyandang status duda tanpa menggauli sang istri setelah menikah
Begitupun dengan seorang laki-laki yang melakukan nikka talla’ akan
menyandang status duda tanpa menggauli istri setela menikah.
6. Tujuan Nikka Talla’
Pernikahan adat nikka talla’ di desa Bontoloe kecamatan Bontolempangan
kabupaten Gowa merupakan adat pernikahan yang sejak dahulu telah diakui
keberadaannya. Adapun tujuan dilakukannya pernikahan adat nikka talla’ ini pada
dasarnya hanyalah sekedar menutupi aib. Sebab, dalam prinsip orang Makassar siri’
na pacce harus dijunjung tinggi. Selain itu, tujuan nikka talla’ adalah untuk
memperjelas ayah dari anak yang ada dalam rahim si perempuan jika perempuan
tersebut telah hamil diluar nikah.
7. Kasus-kasus Nikka Talla’
Ada seorang perempuan sebut saja H dan seorang laki-laki berinisial I
tertangkap assipare’ bawang (melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan
perkawinan). Namun, keluarga laki-laki (I) tidak menyetujui adanya pernikahan
dikarenakan perempuan (H) tidak sederajat dengan laki-laki (I), sedangkan keluarga
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perempuan (H) merasa dirugikan dan dipermalukan. Terbentuklah sebuah mufakat
antara keluarga laki-laki (I) dan keluarga perempuan (H) dimana pemerintah setempat
(Kepala Desa) sebagai penengah untuk menikahkan (H) dan (I) dengan syarat:
a. Permintaan keluarga perempuan (H) harus dipenuhi yakni menyiapkan
sejumlah uang pammappaccidu’ pangngoro’ tarang (bukan uang panai’).
b. Keluarga laki-laki (I) sepakat dengan adanya uang pammappaccidu’
pangngoro’ tarang dengan syarat perempuan (H) akan dinikahi tetapi langsung
diceraikan dalam waktu yang sama (nikka talla’).31
Terdapat sebuah keluarga (S dan T) dimana keluarga ini baru saja menikah.
Namun, tiga bulan pernikahan mereka terdapat sebuah masalah yakni ada seorang
perempuan yang mengaku telah dihamili. Sebut saja laki-laki (S) dan perempuan
yang mengaku dihamili (R). Laki-laki (S) meminta untuk melakukan nikka talla’
sebab ia memiliki istri yang masih dalam tanggungjawabnya. Perempuan hamil (R)
menyatakan sepakat untuk melakukan nikka talla’ untuk mendapatkan kepastian
hukum terhadap anak dalam rahimnya. Dilakukanlah nikka talla’ dimana terbentuk
sebuah kesepakatan bahwa anak dalam rahimnya menjadi tanggung jawab laki-laki
(S) sampai ia dewasa.32
Perempuan (E) menikah dengan laki-laki (A). Setelah beberapa bulan
pernikahan mereka, datang seorang perempuan sebut saja (S) mengaku telah sipare’
bawang dengan laki-laki (A). Laki-laki (A) mengakui bahwa benar ia pernah sipare’
Bawang dengan perempuan (S) sebelum ia menikah dengan (E). Akhirnya laki-laki
(A) bersedia melakukan nikka talla’ dengan (S) atas ridho dari istrinya (E).
31Tanpa Nama, Pelaku nikka talla’, Wawancara, 4 Maret 2017
32Tanpa Nama, Pelaku nikka talla’, Wawancara, 8 Maret 2017
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Setelah terjadi nikka talla’ antara (A) dan (S), beberapa bulan kemudian
muncul kembali seorang perempuan Sebut saja (R) yang telah hamil 4 bulan dan
mengaku bahwa laki-laki (A) yang telah menghamilinya. Perempuan (R) meminta
pertanggungjawaban laki-laki (A) dan ia siap bertanggungjawab akan tetapi setelah
menikah ia tidak ingin bersama perempuan (R). Jalan tengah yang ditempuh oleh
pemerintah setempat adalah nikka talla’. Maka dilaksanakanlah nikka talla’ dengan
dihadiri oleh penghulu, pemerintah setempat sebagai saksi, masing-masing keluarga
laki-laki (A) dan perempuan (R), serta tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam
hal ini.33
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkawinan Adat Nikka
Talla’ di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Nikka Talla’
Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baliqh merupakan syarat
dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai juga disyaratkan
bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka
dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang
bersifat permanen maupun sementara. Kecuali Hanafi yang membolehkan akad
dengan paksaan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela
dan atas kehendak sendiri.
Syaikh Murtadha Al-Anshari dari mazhab Imamiyah, sesudah menyatakan
bahwa kehendak sendiri itu merupakan syarat sah akad, mengatakan dalam kitabnya
yang berjudul Al-Makasih, bahwa pandangan yang populer dikalangan ulama mazhab
Imamiyah mutakhir adalah bahwa andaikata orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah
akadnya, bahkan dalam kitab Al-Hada’iq wa Al-Riyadh dikatakan bahwa pendapat ini
33Tanpa Nama, Pelaku nikka talla’, Wawancara, 12 Maret 2017
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disepakati oleh para ulama Imamiyah. Sementara itu Sayyid Abu Al-Hasan Al-
Isfahani dalam Al-Wasilah-Nya ada bab Al-Zawaj mengatakan bahwa untuk sahnya
suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau
keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi
kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka
menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah.34
 ْﻦِﻣ ﺎَﮭِﺴَْﻔِﻨﺑ ﱡﻖََﺣأ ُﺐﱢﯿﱠﺜَﻟا ) َلَﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨَﻟا ﱠَنأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋَو
( ﺎَُﮭﺗﻮُﻜُﺳ ﺎَُﮭﻧِْذإَو , ُﺮَْﻣَﺄﺘُْﺴﺗ ُﺮِْﻜﺒْﻟاَو , ﺎَﮭﱢِﯿﻟَو ِﻲﻓَو .ٌِﻢﻠْﺴُﻣ ُهاَوَر ,ٌﺮَْﻣأ ِﺐﱢﯿﱠﺜَﻟا َﻊَﻣ ﱢِﻲﻟَﻮِْﻠﻟ َﺲَْﯿﻟ ) : ٍﻆَْﻔﻟ
( ُﺮَْﻣَﺄﺘُْﺴﺗ ُﺔَﻤِﯿَﺘﯿْﻟاَو َنﺎﱠﺒِﺣ ُﻦِْﺑا ُﮫَﺤ ﱠﺤَﺻَو , ﱡِﻲﺋﺎَﺴﱠﻨﻟاَو , َدُواَد ُﻮَﺑأ ُهاَوَر
Artinya:
Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang
janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang
gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam
Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap
janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan
Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.35
Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan
diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian,
terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan
gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau
kedua belah pihak untuk mengakomodasi realiatas-realitas tentang perkawinan yang
gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam
meskipun kebolehannya jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain
yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.
34Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera:
2008), h. 316
35Al-Imam Al-Bukhary, Shahih Bukhari, (Jakarta: Klang Book centre, 2009), h. 12
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Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-laki yang
memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Talak merupakan metode
perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh
suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral
keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa
menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana ”Saya menceraikan kamu”.36
Disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini:
a. Baliqh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia
telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali.
Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak
kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai
sepuluh tahun.
b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik
itu penyakitnya akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak
sah. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh
orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali
tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa talak orang
mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas
dasar keinginannya sendiri. Sementara itu, talak orang yang sedang marah
dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud
menjatuhkan talak.
36Lihat, Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
h. 229
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c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan orang yang
dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab,
tidak dinyatakan sah. Sedangkan Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan
keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang
mabuk dan orang yang dipaksa.
d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang
laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka
menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Mazhab Hanafi
mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena
keliru atau lupa, adalah sah. Mazhab Maliki dan Syafi’i sependapat dengan
Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-
main, tapi Ahmad bin Hambal menentangnya. Menurutnya, talak orang yang
main-main tidak sah. Dalam Bidayah Al-Mujtahid Ibn Rusyd mengatakan
bahwa Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa talak tidak
memerlukan niat.37
Imamiyah, Hanafi dan Syafi’i mengatakan bahwa seorang ayah tidak
mempunyai hak untuk menjatuhkan talak untuk anaknya yang masih kecil. Imamiyah
mengatakan bahwa apabila si anak kecil mengalami gangguan akal ketika dia baliqh,
maka ayah atau kakeknya (dari pihak ayah) berhak menjatuhkan talak atas nama si
anak bila dipandang ada maslahat dalam talak tersebut. Kalau si anak tidak
mempunyai ayah atau kakek dari pihak ayah, maka hakim boleh menjatuhkan talak
atas nama si anak.
37 Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 395-396
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Hanafi mengatakan apabila istri seorang laki-laki gila merasa terancam bila
bergaul dengan suaminya, maka persoalannya diajukan kepada hakim, dan si istri
meminta diceraikan. Disini hakim boleh menjatuhkan talak untuk menghindarkan
bahaya yang dihadapi istri, sedangkan ayah si istri tidak punya wewenang apapun.
Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa sorang safih (idiot) dipandang sah talak dan
khulu’-nya.
Wanita yang ditalak menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan
harus seorang istri. Talak harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci. Kalau
tidak demikian, talak tersebut tidak bisa dianggap sebagai berdasar pada sunnah.
Talak dalam sunnah Rasul memberi gambaran sebagai talak yang dilakukan terhadap
wanita yang telah baliqh dan sudah dicampuri, serta bukan wanita yang memasuki
masa menopause dan sedang hamil. Sebab, tidak ada sunnah Rasul yang berkaitan
dengan talak bagi wanita yang masih kecil, belum dicampuri, atau yang memasuki
masa menopause dan sedang dalam keadaan hamil.
Seterusnya Imamiyah memperbolehkan mencerai lima jenis istri berikut ini,
baik dia dalam keadaan haidh maupun tidak, yaitu:
a. Istri yang masih anak-anak yang belum mencapai usia sembilan tahun.
b. Istri yang belum dicampuri oleh suami, baik dia gadis maupun janda, telah
melakukan khalwat dengan suaminya maupun belum.
c. Istri yang telah memasuki masa menopause, yakni wanita yang telah
mencapai usia lima tahun manakala non-Quraisy, dan enam puluh tahun
manakala berasal dari kalangan Quraisy.
d. Istri yang sedang hamil.
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e. Istri yang suaminya tidak ada kabar beritanya dalam waktu sebulan penuh,
dengan syarat talaknya dijatuhkan ketika dia tidak ada dan si suami tidak
mungkin mengetahui keadaan istrinya; apakah istrinya itu sedang haidh
ataukah suci. Orang yang dala penjara, hukumnya sama dengan orang yang
tidak diketahui kabar beritanya.38
Para ulama mazhab Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariah dan Ismailiyyah
mengatakan bahwa talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-
laki yang adil, berdasarkan firman Allah swt. tentang masalah talak dalam Q.S Ath-
Thalaq/65: 2.
                  
                    
        
Terjemahannya:
apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian
itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia
akan Mengadakan baginya jalan keluar.39
Perintah untuk membuat kesaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan
tentang talak dan kebolehannya ruju’. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu
38Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 441-445
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2002),
h. 558
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dimaksudkan bagi talak. Disebutkannya persaksian sebagai alasan dapat memberi
nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah swt. dan hari memperkuat hal diatas. 40
Dalam menjatuhkan talak pada istri, dapat dilihat dari segi ucapan yang
digunakan antara lain:
a. Talak Tanjiz yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan
langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih
atau kinayah. Talak ini terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan
talak tersebut.
b. Talak Ta’liq yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan
yang pelaksanaannya digantungkan kepada yang terjadi kemudian.
Sementara ada pula yang dapat dilihat dari siapa yang secara langsung
mengucapkan talak dibagi menjadi 2 macam:
a. Talak Mubasyir yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang
menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
b. Talak Taukil yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh
suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.41
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku nikka talla’ sebagian besar
menyatakan bahwa perceraian yang mereka lakukan atas dasar keinginan masing-
masing dan sebagian kecil menyatakan ada unsur paksaan dari pihak keluarga baik
pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Namun, pelaku nikka talla’ pada dasarnya
memang memiliki niat untuk bercerai dimana tidak adanya persetujuan atau kerelaan
dari orang tua menjadi faktor pendukung untuk melakukan nikka talla.
40Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 449
41Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 225-226
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Perkawinannya (nikka-nya) dalam nikka talla’ telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu adanya ijab qabul, mempelai pria dan
wanita, wali dan saksi. Sedangkan perceraiannya (talla’-nya) diucapkan secara
langsung oleh suami sebagaimana yang dimaksud talak tanjiz yaitu talak yang
dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada
waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Talak ini terlaksana segera
setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut. Kemudian dilihat dari siapa yang
menjatuhkan talak sebagaimana yang dimaksud dengan talak mubasyir yaitu talak
yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui
perantara atau wakil
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perkawinan Adat Nikka Talla’
Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 (1)
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-asing agama kepercayaan
itu dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.42
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk
melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur
dalam pasal 6 yang berbunyi;
(1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.
42Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013),
h. 2
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(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun
haruslah mendapat izin kedua orang tuanya.
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3,
dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,
3, dan 4 pasal ini.43
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi
manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.44
Tentang bagaimana tata cara perkawinan dilaksanakan undang-undang
perkawinan tidak mengatur, sebab pasal 12 undang-undang perkawinan hanya
menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan akan diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri.
Ketentuan tentang tata cara perkawinan diatur dalam pasal 10 dan 11 PP. No.
9 tahun 1975, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:
(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak
untuk kawin oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya.
43Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 3-4
44Lihat Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, Alauddin University
Press: 2014, h. 124
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(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai
Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.
(4) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai akan
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(5) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu selanjutnya
ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri
perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,
akta perkawinan ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(6) Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat
secara resmi.45
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Haerul salah satu pegawai pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan mengatakan bahwa tidak
ditemukan data mengenai pernikahan nikka talla’. Selain itu, baik dari laki-laki dan
perempuan yang akan melakukan nikka talla’ maupun imam desa tidak pernah ada
pemberitahuan.
Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 39 ayat (1)
mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak. Pada ayat (2) juga mengemukakan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami istri.46
Pada pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(UUPA) menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan
45Lihat, O.S Eoh, Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), h. 101-102
46Lihat, Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 65
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menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan
sidang guna menyaksikan ikrar talak.47
Dalam pasal 199 Undang-undang hukum acara perdata disebutkan bahwa
perkawinan bubar apabila:
(1e)   Karena kematian;
(2e) Karena keadaan tak hadir si suami dan si istri, selama sepuluh tahun, diikuti
dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam bagian kelima bab delapan belas;
(3e) Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan
pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register
catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
(4e) Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab
ini.48
Perceraian biasa disebut cerai talak dan atas keputusan pengadilan disebut
cerai gugat. Cerai talak adalah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya
yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam (pasal 14 PP No. 9/1975).
Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan
perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama
Islam (penjelasan pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 ayat (1) PP No. 9/1975).
Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah
satu syarat dibawah ini, yaitu:
a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.
47Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
48Undang-undang Hukum Acara Perdata, (WIPRESS: 2008), h. 56
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak mendapat kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya dengan suami istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 PP No.
9/1975).49
Memperhatikan ketentuan pasal 10 dan pasal 11 PP. nomor 9 tahun 1975
tentang tata cara perkawinan, yang pada pokoknya menjelaskan secara rinci proses
perkawinan. Tradisi perkawinan adat nikka talla’ berbeda pada aturan hukum positif
pada umumnya. Meskipun nikka-nya atau perkawinannya sah menurut agama Islam
karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, menurut hukum positif
yang berlaku di Indonesia, perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab
perkawinan ini tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan ini tidaklah
dicatatkan pada kantor urusan agama setempat. Padahal, dalam pasal 5 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa:
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat dan
49Lihat, Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, h. 149-150
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(2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat
nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo.
undang-undang nomor 32 tahun 1954.
Lebih lanjut di jelaskan pada pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat
nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian persoalan talla’-nya atau
perceraiannya juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini
berlandaskan pada pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
C. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Nikka Talla’ Menurut Hukum
Adat dan Hukum Positif
1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Nikka Talla’ Menurut
Hukum Adat
Dalam masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat modern, dimana
keluarga atau rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak
kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan
sebagainya. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban
orang tua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan
anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar pada susunan masyarakat adat
bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi
masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut
masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah
keturunan dan pewarisan.50
50Lihat, http://appehutauruk.blogspot.co.id/2015/04/kedudukan-anak-dalam-hukum-adat.html,
(26 April 2017)
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Pada hukum adat tidak dijumpai keterangan yang jelas mengenai perzinahan.
Menurut hukum adat dibeberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan zina
itu hanya kaum istri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Maka tidak heran
jika pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap seorang ibu
yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa perkawinan yang resmi. Sanksi hukum
yang dijatuhkan, kedua ibu dan anak diasingkan dari masyarakat, dibunuh dan
disembahkan kepada raja sebagai budak. Alternatif yang kemudian ditempuh untuk
mencegah supaya ibu dan anak tidak ditimpa nasib seperti diatas, maka dilakukan
berbagai cara berikut:
a. Kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk
oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamilinya atau kadang-
kadang tidak demikian.
b. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki, misalnya kepala
desa dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam
hubungan perkawinan. Adat bugis disebut pattongko siri’ (penutup malu).51
Menurut hukum adat yang berlaku di Desa Bontoloe Kecamatan
Bontolempangan Kabupaten Gowa terdapat beberapa macam yang dikategorikan
sebagai anak antara lain sebagai berikut:
a. Anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri merupakan anak kandung.
b. Suami istri bercerai dan memiliki anak. Istri kemudian menikah lagi dengan
laki-laki lain dan memiliki anak. Kedudukan anak dari suami pertama adalah
anak tiri dari suami kedua, dan anak dari suami pertama menjadi saudara tiri
51Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013), h. 181
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bagi anak dari suami kedua. Meskipun anak yang dilahirkan baik anak dari
suami pertama maupun suami kedua berasal dari satu rahim tetapi dalam
hukum adat yang berlaku disebut sebagai anak tiri suami kedua.
c. Suami istri menikah dan memiliki anak. Suami kemudian menikah lagi
dengan perempuan lain dan memiliki anak. Kedudukan anak dari istri pertama
adalah anak kandung dari istri kedua, dan anak dari istri pertama menjadi
saudara kandung bagi anak dari istri kedua. Sebab, baik anak dari istri pertama
maupun istri kedua berasal dari satu ayah.
Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan anak
yang dilahirkan menurut hukum adat khususnya pernikahan dengan cara nikka talla’
(pernikahan dan perceraian dalam waktu yang sama).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan
wawancara di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa yaitu
bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan adat nikka talla’ merupakan anak yang
sah. Adapun alasan diakuinya sebagai anak sah antara lain:
a. Pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang sesuai dengan
tuntunan agama Islam. Syarat dan rukun dipenuhi pada saat melakukan akad
(ijab qabul).
b. Jika sebelum melakukan nikka talla’ si perempuan telah hamil, maka laki-laki
yang ia tunjuk atau yang menikahinya dengan nikka talla’ merupakan ayah
yang sah untuk anak yang perempuan kandung.
c. Tanggung jawab dan memelihara anak merupakan kewajiban bagi perempuan
dan laki-laki yang melakukan nikka talla’.
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d. Jika si laki-laki tidak ingin menafkahi dan memelihara anak tersebut maka si
perempuan yang sepenuhnya bertanggung jawab atas anak tersebut sampai ia
dewasa. Meskipun si laki-laki tidak bertanggung jawab atas nafkah dan
pemeliharaan anak tersebut, namun ia tetap mengakui bahwa anak tersebut
adalah anak yang sah baginya.
2. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Nikka Talla’ Menurut
Hukum Positif
Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum
positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap
keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan
yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia
dapat berdiri sendiri mencari nafkah.52
Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan
kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur
tentang asal-usul anak dalam pasal 42,43, dan 44.
Pasal 43
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.
Pasal 43
(a) Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
52Lihat, http://andianas.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html,
(26 April 2017)
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(b) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 44
(a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya
biamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu
akibat dari perzinahan tersebut.
(b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas
permintaan pihak yang bersangkutan.53
Memperhatikan pasal 42 tersebut, didalamnya memberi toleransi hukum
kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara
pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan.
Dalam kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam
Undang-undang perkawinan.
Pasal 99
Anak yang sah adalah :
(a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
(b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut.
Pasal 100
Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya.
Jadi, sekali lagi bahwa anak sah menurut hukum positif termasuk didalamnya
Hukum Perdata Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir atau akibat perkawinan
yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan
yang sah, ia disebut anak yang sah. Tampaknya kompilasi juga tidak membicarakan
hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi yang lahir diluar ikatan perkawinan
yang sah kecuali mengajukan li’an. Jadi secara implisit dapat dipahami bahwa ana
yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat,
53Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 14
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penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah bahwa
anak yang hakikatnya anak zina, secara formal dianggap anak sah.54
Memperhatikan pasal 42 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99
Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan dari tradisi perkawinan adat nikka
talla’ tidak diakui sebagai anak yang sah. Sebab, anak tersebut dilahirkan tanpa
adanya perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Perkawinan adat nikka talla’ tidaklah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat
nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam pasal 99 huruf (a)
mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah.
Dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Ketentuan Undang-undang Dasar
1945 jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak juga memiliki hak atas status
hukumnya dan diperlakukan sama didepan hukum. Dalam pasal 43 ayat (1)
menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.55
Namun, jika memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010, menurut hakim konstitusi Maria Farida Indrati pasal 43 ayat (1) menutup
kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak
54Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 177-181
55Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h.14
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kandungnya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau
perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974,
tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang
ditimbulkan oleh tindakan perkawinan kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai
sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak
mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan
oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan dosa turunan.
Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan resiko bagi laki-laki
dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan resiko yang harus ditanggung
oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut
hakim Maria Farida Indrati pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu
perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum
negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua
biologisnya.
Sehingga pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak
memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
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pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.56
56Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Setelah peneliti menganalisis data tentang “Dinamika Nikka Talla’ di Desa
Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”, maka peneliti
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Nikka talla’ merupakan perkawinan adat dimana perkawinan dan perceraian
dilakukan pada tempat dan waktu yang sama. Adapun yang melatarbelakangi
terjadinya pernikahan adat nikka talla’ disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
assipare’ bawang (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), assicokko-
cokkoang (sembunyi-sembunyi), annyala (melakukan suatu kesalahan),
nipassala (diberi sanksi), erangkale (membawa diri), dan menjaga siri na
pacce sehingga akan menimbulkan akibat malu pada diri sendiri, dampak
psikologi dan merawat anak sendiri bagi perempuan, terkucilkan atau
dipandang rendah oleh masyarakat, menyandang status janda tanpa digauli
setelah menikah, dan menyandang status duda tanpa menggauli sang istri
setelah menikah. Prosesi nikka talla’ dilakukan dengan beberapa tahap yaitu
appakabaji’ (memperbaiki), assuro (menyuruh), pammappaccidu’
pangngoro’ tarang (uang pertanggungjawaban), nikka talla’, dan
penandatanganan surat perjanjian. Tujuan nikka talla’ pada dasarnya hanyalah
sekedar menutupi aib dan memperjelas status anak yang dikandung oleh si
perempuan jika perempuan tersebut telah hamil diluar nikah.
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2. Perkawinan (nikka) dalam pandangan hukum Islam dianggap sah karena
dalam nikka talla’ telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya
ijab qabul, mempelai pria dan wanita, wali dan saksi. Sedangkan
perceraiannya (talla’-nya) diucapkan secara langsung oleh suami sebagaimana
yang dimaksud talak tanjiz yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan
menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik
menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Talak ini terlaksana segera setelah
suami mengucapkan ucapan talak tersebut.
Namun, jika dilihat dari tinjauan hukum positif, pernikahan adat nikka talla’
tidak memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku
di Indonesia. Dimana Perkawinannya (nikka-nya) tidak dicatatkan pada kantor
urusan agama setempat padahal dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan bahwa (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam harus dicatat dan (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. undang-undang nomor 32 tahun
1954. Lebih lanjut di jelaskan pada pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang
dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai
kekuatan hukum. Begitu pula dengan perceraiannya (talla’nya) sebagaimana
yang telah diatur Perceraiannya dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah
ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini berlandaskan pada pasal
39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
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3. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan adat nikka talla’ menurut hukum
adat yang berlaku di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten
Gowa dianggap dan diakui sebagai anak kandung (sah). Sebab, pada
prinsipnya siapapun yang menikahi perempuan tersebut, ia telah menjadi ayah
biologis dari anak itu pula meskipun laki-laki tersebut bukanlah ayah biologis
yang sebenarnya. Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di
Indonesia, anak yang dilahirkan dari tradisi perkawinan adat nikka talla’ tidak
diakui sebagai anak yang sah. Sebab, anak tersebut dilahirkan tanpa adanya
perkawinan yang sah. Perkawinan adat nikka talla’ tidaklah dicatatkan pada
pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan
diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sedangkan dalam pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun, jika
memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak memiliki kekuatan
hukum sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah
sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan
diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
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hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi
dalam penelitian ini adalah:
1. Perkawinan adat nikka talla’ sebaiknya tidak dilaksanakan sebab perkawinan
adat tersebut menimbulkan banyak kemudharatan bagi pelaku nikka talla’
terlebih lagi orang tua pelaku nikka talla.
2. Penerapan hukum Islam dan hukum positif terutama pada perkawinan
hendaknya dapat dipahami dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku
khususnya masyarakat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan
Kabupaten Gowa.
3. Perlunya merelevansikan hukum adat yang berkaitan dengan budaya dengan
hukum Islam dan hukum positif, terlebih dengan hukum yang berkaitan
dengan perkawinan agar ketiga hukum ini tidak saling bertolak belakang.
4. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip
perkawinan baik perkawinan dalam hukum Islam maupun perkawinan dalam
hukum positif sehingga dapat tercipta keselarasan hidup.
5. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi
peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab
itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk
meneliti nikka talla’ hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga
dalam menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.
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